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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

Mengingat 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi 
Daerah; 

BUPATI PEKALONGAN, 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

BUPATIPEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

( SALINAN ) 
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Tahun 2023 Nomor 12, Tarnbahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Pekalongan Nomor 114); 

Ka bu paten 
Pekalongan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah 1Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor !=;:)87); sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetap~n Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjac'i Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan ~1:'Ilbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Norncr 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

2. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ·· (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbaha n Lembarari Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan 
Riset dan lnovasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 435); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nemer 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), 
sebagaimana telah: diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

\ 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Buputi sebagai uris ur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pclaksanaan urusan Pcrncrin Laban yang mcnjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 
5. Badan adalah Padan Perencanaan Pembangunan Riset 

dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan. 
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah unit pelaksana tugas teknis un tuk melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada Badan. 

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

8. Kelompok .Jaoatan Fungsional adalah scjurnlah tcnaga 
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahliannya. 

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tuga.s pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pem bangunan. 

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 
pemerintah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTi\.NG ORGAN.TSASI DAN TATA 
KERJA BADAN P~RENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH, 
RISET DAN INOVASI DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendaJian 

dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pernerintahan 
dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur 
serta bidang riset dan inovasi daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan 
dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur 
serta bidang riset dan inovasi daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkron isasi pelaksanaan 
kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial 
budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang 
riset dan inovasi daerah; 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan penunjang urusan pernerintahan bidang percncanaan 
dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pcmbantuan yang ditugaskan 
kepada Daerah. 

Pasal3 

Bagian Kedua 
1ugas 

(1) Sadan merupakan unsur pelaksana urusan penunjang 
urusan pemerintahan bidang perencanaan dun bidang 
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan 
Dacrah. 

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 

BAB II 
KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNG SI 
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( 1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah; 

d. Bidang Pemer.ntahan dan Sosial Budaya; 
e. Bidang Ekonomi dart Infrastruktur; 
f. Bidang Riset dan lnovasi Daerah; dan 
g. UPT Badan. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dar' Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

adrninistrasi dan 
kerja di lingkungan 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pcmbangunan 
daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang 
ekonomi dan infrastruktur serta bidan ; riset dan inovasi 
daerah; 

e. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuann dan 
t.eknlogi yang dihasilkan oleh lembaga / pusat/ organisasi 
penelitian lainnya' di Daerah; 

f. pelaksanaan dan pern binaan 
kesekretariatan kepada seluruh unit 
Badan;dan 
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Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi: 
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program 

dan kegiatan di lingkungan Badan; 
b. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan; 
c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan 

adrninistrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, 
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, 
kerja sama, hubungan masyarakat dan kcaraipan di 
lingkungan Badan; 

d. penyiapan koordina si, pembinaan dan penataan 
organisasi dan tata laksana di lingkungan Sadan; 

e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi 
dan dokumentasi; 

Pasal 9 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Badan. 

Pasal8 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b rnerupakan unsur pembantu pimpinan, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala 
Badan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. 

Pasal 7 

· Bagian Ke tiga 
Sekre tariat 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dan Pasal 4. 

Pasal 6 

Bagian Ked ua 
Kepala Badan 
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Badan lainnya 
Pem bangunan 

perencanaan program dan kegiatan 
dengan mengacu pada Rencana 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan 
penyusunan perencanaan program dan kegiatan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan. 

(2) Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan serta anggaran pada Subbagian 
Perencanaan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
bidang perencanaan di lingkungan Badan; 

c. rnenyiapkan bahan pengoordinasian perurnusan 
ke bijakan teknis bidang perencanaan di lingkungan 
Badan; 

d. mcnyiapkan bahan clan koordinasi pcnyusunan 
perencanaan program dan kegiatan di lingkungan 
Badan, meliputi Rencana Strategis, Road Map 
Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis, Rencana 
Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja 
Tahunan (RKT), Perjanjian Kincrja (PK), Rencana 
Umum Pengadaan (RUP), Ren can a Aksi Kinerja 
Badan dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 

Pasal 11 

(1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (:), terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan; 
b. Subbagian Keuangan; dan 
c. Subbagian Umum clan Kcpcgawaian. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

Pasal 10 

f. penyiapan pengel§~: . 
,·; ·'"'t'.?i;:-~ 

dan pclayanan ·.j <"-• 
8 d • ... ·-:.,•tf,c.··-'11~y:,~. a an, ·"(- .,,.:;,:.. , __ 

g. penyiapan evaluai.Lciarii~laporan di lingkungan Badan; 
dan ·· · 

h. pe1aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 
bi dang keuangan. 

(2) Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan; 
b. menyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis 

bidang keuangan di lingkungan Badan; 
c. menyiapkan bahan d an pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan di 
lingkungan Badan; 

d. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA), serta Rencana Kerja Operasional 
(RKO)/Rencana Anggaran Kas (RAK) di lingkungan 
Badan; 

e. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di 
lingkuugan Badan, meliputi konscp usulan pejabat 
pengelola keuangan Badan, Surat Permintaan 
Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan 
administrasi keuangan lainnya; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan 
pembukuan di lingkungan Badan; 

Pasal 12 

e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian 
program dan kcgiatan di lingkungan Badan; 

f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi 
bidang perencanaan di lingkungan Badan; 

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang 
perencanaan di lingkungan Badau , meliputi Laporan 
Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIF'), Laporan 
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (LPPD), 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban {LKPJ), 
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah 
Elektronik (e-SAKIP), dan laporan pelaksanaan 
kegiatan Badan lainnya; dan 

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai tu gas dan f ungsinya. 
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Badan; 
c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan 
kepegawaian di lingk.mgan Badan; 

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di 
lingkungan Badan; 

perumusan kebijakan teknis 
kepegawaian di lingkungan 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mcmpunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 
kepegawaian, 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan 
bidang umum dan 

Pasal 13 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di 
lingkungan Badan; 

h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi barang 
milik Daerah di lingkungan Badan, meliputi konsep 
usulan pengurus barang dan penyimpan barang, 
Rencana Kebutuhan Bara.ig Unit {RKBU}, usulan 
penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak 
berwujud dan barang persediaan, serta adrninistrasi 
barang milik Daerah lainnya; 

1. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi 
bidang keuangan di lingkungan Badan; 

J. menyiapkan bahan evaluasi dan pclaporan bidang 
k. keuangan di lingkungan Badan, rneliputi Laporan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

l. Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Neraca dan Catatan atas Laporan Kcuangan (CaLK), 
laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang 
milik Daerah, serta laporan/ dokumen keuangan 
lainnya; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh 
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
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(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di 
bidang perencanaan, pengcndalian dan evaluasi 
pembangunan daerah, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

Pa:::;al 14 

Bagian Keempat 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan, 
pemberhentian/ pensiun, mernelihara file/ dokumen 
kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya; 

f. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan , 
analisis be ban kerja, peta j abatan dan uraian tugas 
terhadap seluruh jahatan di lingkungan Badan; 

g. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan 
aset di lingkungan Badan, meliputi pengadaan dan 
pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan 
ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan 
kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat; 

h. menyiapkan bahan kerjasama dan kehurnasan di 
lingkungan Badan; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan 
dokumentasi di l.ngkungan Badan; 

J· menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum 
dan ketatalaksanaan di lingkungan Bad an; 

k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang 
umum dan kepegawaian di lingkungan Bad an; dan 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh pirnpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

(KPE), 
Kartu Pegawai, 

Elektronik 
Kartu 

berkala, mutasi, promosi, usulan forrnasi kebutuhan 
pegawai, pemouatan 
S . ty . K P . .... uarm , stri, .artu egawai 

e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di 
lingkungan Badan, mcliputi buku pcnjagaan 
kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
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pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

bahan pcngoordiriasian teknis dan 
pcrumusan ~,,_, , ...... 

:")\., ! !.<:l anggaran, kegiatan, 
kebijakar 

(1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerj a, program dan 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengeridalian Jan Evulua si 
Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi: 
a. pcnyrapan perumusan kcbjakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di Bidang Perencanaan Pernbangunan Daerah; 

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring; eva lua si dan 
pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi dan 
pelaporan kinerja pembangunan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pengelolaan data dan analisa 
perencanaan pernbangunan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan iungsinya. 

Pasal 16 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) mempunyai tugas melaksunakan penyiapan 
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pcrcncanaan 
pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi dan 
pelaporan kinerja pembangunan dan pengelolaan data dan 
analisa perencanaan pembangunan. 

Pasal 15 

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pernbangunan Daerah dipimpin olch Kepala Bidang. 
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pembangunan daerah; 
e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan 

program pembangunan daerah; 
f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data 

sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas 
unit terkait; 

dan program pelap iran penyiapan 

pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan 
keuangan daerah; 

d. pengoordinasiai:i pagu indikatif pembangunan daerah; 
e. pengkajian, · analisis, dan perumusan kebijakan 

kewilayahan dan konektivitas daerah; 
f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan 

pengembangan model kewilayahan dan konektivitas 
serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah 
secara holistik integratif untuk kewilayahan dan 
konektivitas; 

g. sinkronisasi kcbijakan scktoral dan kcwilayahan 
dalam penentuar: lokasi prioritas di daerah; 

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
Perencanaan Pernbangunan Daerah; 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal 16 huruf b, 
organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan 
kebijakan teknis dan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 
pembangunan; 

b. pengumpulan data pembangunan daerah melalui 
survei untuk mengetahui perkembangannya; 

c. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai 
jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana 
pembangunan daerah; 

d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk 

pengembangan .. pendanaan dan perencanaan 
analisis sinkronisasi dan c. pengoordinasian 

b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengernbangan model ckonomi scrta 
kebijakan perencanaan dan penganggaran 
pembarigunan ekonomi makro daerah; 
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dokumentasi.. 
i. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan 

pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah; dan 

J. penyiapan bahar: evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengendalian, · evaluasi dan pelaporan kinerja 
pembangunan. 

(3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, 
Bidang Per encanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan 
kebijakan teknis dan bahan pengoordinasian 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
data dan analisa perencanaan pembangunan; 

b. penyiapan bahan kajian, analisis, dan perumusan 
kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan 
ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui 
pendekatan holistik integratif; 

c. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem 
evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. penyiapan bahan pengembangan sis.tern dan prosedur 
evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan 
terhadap pengendalian, perumusan kebijakan 
perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana 
pernbangunan daerah; 

e. penyiapan bahan pengoordinasian evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan atas capaian 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian melalui 
pemantauan, supervisi dan tindak Ian jut 
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 
pembangunan daerah; 

g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dun pelaporan 
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan 
pembangunan daerah di bidang pemantauan, 
evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah; 

kebutuhan sebagai bahan informasi; 
h. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui 

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan . ;' 

sesuai daerah g. penyajian data pembangunan 



14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 
melaksanakan fungsi: 

Pasal 20 

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pr rumusan kebijakan, koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pernerintahan dan pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga. 

Pasal 1 S 

(1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan 
unsur pelaksana di bidang pcmcrintahan dan sosial 
budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bactan melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh 
oleh Kepala Bidang. 

Pasal 18 

Bagian Kelima 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 

pembangunan. 

informasi data k. penyajian clan pengamanan 
pembangunan daerah; dan 

I. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelolaan data dan analisa perencanaan 

h. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi rencana 
dan pelaksanaan pembangunan sccara bulanan, 
triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi 
bahan penyusunan program per rbangunan daerah 
selanjutnya; 

1. penghimpunan data hasil cvaluasi pcrnbangunan 
daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan 
penyusunan pelaporan; 

J. penyiapan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan 
pelaksanaari pembangunan daerah sebagai bahan 
penilaian; 
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pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 
c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis 

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah bidang pemerintahan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

d. penyiapan buhan perencanaan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJ.MD dan RKPD) bidang 
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan 
kepada perangkat daerah uidang pemerintahan dan 
pernberdayaan 'masyarakat; 

f. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bidang pernerintahan dan pemberdayaan 
masyarakat dengan DPRD terkait penyusunan 
dokumen rencana pembangunan daerah (RRJPD, 
RPJMD dan RKPD); 

rencana pembangunan 
dan RKPD) bidang 

a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 
kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan 
perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan 
pemberdayaan masyarakat; 

b. penyiapan bahan dokumen 
daerah (RPJPD, RPJMD, 

(1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Buda ya 
melaksanakan: 

Pasal 21 

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, cvaluasi dan 
pelaporan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di· bidang pendidikan, kehudayaan, pemuda 
dan olahraga; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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kesejahteraan sosial; 
b. penyiapan bahan dokumen rencana pembangunan 

daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang kesehatan 
dan kesejahteraan sosial; 

c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah bidang kesehatan dan keseiahteraan sosial; 

d. penyiapan bahan percncanaan pclaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang 
kesehatan dan kesejahteraan sosial; 

e. penyiapan bahan pernbinaan tr-knis perencanaan 
kepada perangkat daerah bidang kesehatan dan 
kesejahteraan sosial; 

f. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bidang kesehatan dan kesejahteraan 
sosial dengan DPRD terkait penvusunan dokumen 
rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD); 

rencana kerja, program dan 
serta menyiapkan bahan 

pengoordinasian pelaksanaan 
di bidang kesehatan dan 

a. penyusunan bahan 
kegiatan, angge.ran 
perumusan dan 
kebijakan teknis 

Duda ya Scsial dan Bidang Pemerintahan 
melaksanakan: 

g. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bidang pemerintahan dan pemberdayaan 
masyarakat dengan DPRD terkait APBD; 

h. penyiapan bah.m perencanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan perangkat daerah pemerintahan 
dan pernberdayaan masyarakat; 

1. penyiapan bahan perencanaan dukungan 
pelaksanaan kegiatan pusat bidang pernerinrahan dan 
pemberdayaan masyarakat untuk prioritas nasional; 

j. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di 
bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 
dan 

k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pemerintahan dan pernberdayaan masyarakat. 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, 
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kesehatan dan kesejahteraan sosial; 
1. penyiapan bahan perencanaan d ukungan 

pelaksanaan · kegiatan pusat bidang kesehatan dan 
kesejahteraan sosial untuk prioritas nasional; 

J. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di 
bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan 

k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

(3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 
melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan 
perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, 
pemuda dan olahraga; 

b. penyiapan bahan dokumen rencana pembangunan 
daerah (RPJPD,RPJMD, clan RKPD) bidang 
pendidikan, kebudayaan, pernuda dan olahraga; 

c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan 
olahraga; 

d. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang 
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan 
kepada perangkat daerah bidang pendidikan, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga; 

f. penyiapan bahan percncanaan pelaksanaan 
kesepakatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda 
dan olahraga dengan DPRD terkait penyusunan 
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD); 

dan 
bidang daerah 

sinerzi ta s '-· o• .c:t- bahan perencanaan 
kegiatan perangkat 

h. penyiapan 
harmonisasi 

g. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
kesepakatan bidang kcsehatan dan kcsejahteraan 
sosial dengan DPRD terkait APBD; 



18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan 
fungsi: 

Pasal24 

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat ( 1) mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di bidang 
perekonomian dari sumber daya alam, infrastruktur, 
pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. 

Pasal 23 

(1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan 
unsur pelaksana di bidang ekonomi dan infrastruktur, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh 
Kepala Bidang. 

Pasal22 

Bagiar. Keenam 
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

perencanaan pelaksanaan 
kerjasarna antar daerah di 
kebudayaan, pemuda dan 

J. penyiapan bahan 
kesepaka tan bersama 
bidang pendidikan, 
olahraga; dan . 

k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. 

kcsepakatan bidang pcndidikan, kcbudayaan, pcmuda 
dan olahraga dengan DPRD terkait APBD; 

h. penyiapan bahan perencanaan sinergitas clan 
harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang 
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 

1. penyiapan bahan perencanaan dukungan 
pelaksanaan kegiatan pusat bidang pendidikan, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga untuk prioritas 
nasional; · · 

pelaksanaan perencanaan bah an g. penyiapan 
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perekonomian dan sumberdaya a.am dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan 
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

g. penyiapan bahan dan merencanakan pelaksanaan 
kesepakatan bidang perekcnornian dan sumberdaya 
alam dengan DPRD terkait penyusunan dokumen 
rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD); 

bidang kesepakatan pelaksanaan f. penyiapan 

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf a, Bidang Ekonomi dan 
Infrastruktur melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan 
perumusan · dan pengoordinasian pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang perekonomian dan sumber 
daya alam; 

b. merancang penyusunan dokurnen rencana 
pembangunan daeral, (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) 
bidang perekonomian dan sumberdaya alam; 

c. penyiapan bahan dan analisis Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam; 

d. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 
bidang perekonomian dan sumberdaya alam; 

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan 
kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan 
sumberdaya alam 

Pasal25 

a. penyiapan perurnusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya 
alam; 

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, . monitoring, evaluasi dan 
pelaporan di bidang infrastruktur; 

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaiuasi dan 
pelaporan di . bidang pengem bangan wilayah dan 
lingkungan hidup; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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kesepakatan 
di bidang 

kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di 
bidang perekonomian dan sumberdaya alam; dan 

k. penyiapan bahar evaluasi dan pelaporan di bidang 
perekonomian dan sumber daya alam. 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, 
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan 

kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan 
perumusan dan pcngoordinas ian pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang infrastruktur; 

b. penyiapan bahan perencanaan dokurnen rencana 
pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) 
bidang infrastruktur; 

c. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 
Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang 
infrastruktur; 

d. penyiapan bahan pernbinaan teknis perencanaan 
kepada perangkat daerah bidang infrastruktur; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan bidang 
infrastruktur dengan DPRD terkait penyusunan 
dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD); 

f. penyiapan perencanaan pelaksanaan kesepakatan 
bidang infrastruktur dengan DPRD terkait APBD; 

g. penyiapan perencanaan sir. ergitas dan harmonisasi 
kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur; 

h. penyiapan perencanaan dukungan pelaksanaan 
kegiatan pusat bidang infrastruktur untuk prioritas 
nasional; 

1. penyiapan perencanaan pelaksanaan 
bersama kerjasama antar daerah 
infrastruktur; dan 

pelaksanaan rnerencanakan J. penyiapan· bahan 

h. penyiapan bahan dan merencanakan pelaksanaan 
kesepakatan bidang perekonomian dan surnberdaya 
alam dengan DPRD terkait APBD; 

1. penyiapan bahan merencanakan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang 
perekonomian dan sumberdaya alarn merencanakan 
dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang 
perekonomian · dan surnberdaya alam untuk prioritas 
nasional; 
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pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; 
1. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan 

kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di 
bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup: 
dan 

J. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. 

sinergitas dan 
daerah bidang 

h. penyiapan bahan perencar.aan 
harmonisasi kegiatan perangkat 

J. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 
infrastruktur. 

(3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, 
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerj a, program dan 

kegiatan, anggaran · serta rnenyiapka n bahan 
perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang pengernbangan wilayah 
dan lingkungan hidup; 

b. penyiapan 'bahan penyusun dokumen rencana 
pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) 
bi dang pen gem hangan wilayah dan lingkungan 
hid up; 

c. penyiapan bahan rencana Strategis Perangkat Daerah 
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang 
pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; 

d. penyiapan bahan perencanaan pciaksar:aan 
Musrenban (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang 
pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; 

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan 
kepada perangkat daerah bidang pengembangan 
wilayah dan lingkungan hidup; 

f. penyiapan bahan rencana pelaksanaan kesepakatan 
bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup 
dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

g. penyiapan bahan rencana pelaksanaan kesepakatan 
bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup 
dengan DPRD terkait APBD; 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Bidang Riset dan Inovasi Dae rah melaksanakan 
fungsi: 
a. penyiapan perurnusan kebijakan tcknis ope rasional di 

Bidang Penelitian dan Pengernbangan; 
b. koordinasi dan sinkronisasi pe!aksanaan kebijakan di 

bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, ~~rt8 kernitraan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi 
dan inovasi di Daerah; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset 
dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di 
Daerah; 

Pasal28 

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat ( 1) mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi di Daerah sccara mcnycluruh dan 
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana 
induk dan peta jalan pemajuan ilrnu pengetahuan dan 
teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan 
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang 
berpedoman pada nilai Pancasila. 

Pasal27 

(1) Bidang Riset dan lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf f, merupakan unsur 
pelaksana di bidang Penelitian dan Pengembangan, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan mclalui Sckrctaris. 

(2) Bidang Riset dan Inovs.si Daerah dipimpin oleh Kepala 
Bidang. 

Pasal26 

Bagian Ketujuh 
Bidang Riset dan lnovasi Dacrah 
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Disamping fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan: 
a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, 

anggaran serta penyiapan bahan perumusan dan 
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
riset dan inovasi daerah; 

b. penyiapan bahan perurrrusan kebijakan dan Iasilitasi 
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan riset, penelitian, 
pengembangan, pereknyasaan, uji coba dan perierapan 
rancang bangurr/ model replikasi dan invensi di bi dang 
inovasi dan teknologi ; 

c. penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian rekomendasi 
penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya 
izin penelitian oleh instansi yang berwenang; 

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang bersifat inovatif; 

e. penyiapan bahan dan pengelolaan data kelitbangan dan 
peraturan; 

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan 

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang riset 
dan inovasi daerah. 

Pasal29 

d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, 
penyelenggaraan pengkajian, clan pcnerapan, scrta invensi 
dan inovasi di Daerah; 

e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan 
dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Daerah; 

f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penelitian, pengernbangan, 
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi 
penelitian Iainnya di Daerah; 

g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di 
Daerah; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT atau 
Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas .J abatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan darr/ atau 
jenjang keahlian. 

(3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayc t (1) ditentukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

Pasal32 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan cian mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai J abatan Fungsional masing­ 
masing sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 31 

Bagian Kess.tu 
Um urn 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 31 

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau 
tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan 
dapat dibentuk UPT Badan. 

(2) UPT Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin 
olch Kcpala UPT Badan yang bcrada di ba wah dan 
bertanggung . jawab kepada Kcpala Badan melalui 
Sekrctaris. 

Pasal30 

Bagian kedelapan 
UPT 

.. 
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( 1} Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu 
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung 
kepada pimpinan unit organisasi. 

(2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 
ketua tim. 

(3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja 
kepada pimpinan unit kerja secara berkala. 

(4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk 
meminta laporan kepada ketua tim dan/ atau anggota 
tim kerja. 

Pasal34 

( 1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya 
bekerja secara individu dan/ a tau tim kerja. 

{2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditunjuk oleh Kepala Badan dengan rnendayagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi. 

(3) Penunjukan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional 
sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang 
ada pada Badan te rsebut atau di luar Badan untuk 
mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. 

(4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim 
untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ber asal dari unit organisasi pernilik kincrja. 

Pa~al33 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

(4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Untuk memenuhi kebutuhan .Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan .. 
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Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus 
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan 
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
kinerja yang terintegrasi. 

Pasal 39 

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan 
tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan Sadan maupun dalam 
hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun 
pusat. 

Pasal38 

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, 
peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di 
lingkungan Badan. 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan wajib 
rnenyusun peta proses bisnis yang menggarnbarkan Lala 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit 
organisasi di lingkungan Badan. 

Pasal36 

Kepala Badan menyampaikan laporan kep~da Bupati 
mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang urusan 
pemerintahan bida~g perencanaan dan bidang penelitian 
dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu 
sesuai kebutuhan .. 

Pasal35 

BABV 
TATA KERJA 
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Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit 
organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasa1 42, tembusan 
laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang 
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 44 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi 
dari bawahannya, diolah dan digunakan scbagai bahan 
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Pasal43 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus 
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab 
pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
sesuai ketentuar, peraturan perundang-undangan. 

Pasal42 

scsuai kctcntuan langkah-langkah yang diperlukan 
peraturan perundang-undangan. 

Setiap pimpinan 'unit organisasi di lingkungan Badan 
mcngawasi pclaksa naan tugas bawahannya masing-rnasing 
dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 

Pasal 41 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan masing-rnasing dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 40 
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Pada saat Peraturan Bupati mi berlaku, Pejabat 
Administrasi yang tidak dilakukan pcnyetaraan tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan 
dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Pasal47 

BAB VII 
KETENTUAN PERALiHAN 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
kepegawaian. 

Pasal 46 

(1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala 
Badan, Sekretaris, Kepa.a Bidang, Kepala Subbagian, 
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan 
Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
sesuai ketentuah peraturan perundang- undangan. 

(2) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional, pada Badan 
terdapat Jabatan Pe.aksana. 

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan 
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja dari setiap fungsi penyelanggaraan urusan 
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan 
dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Pasal45 

BAB VI 
KEPEGA WAI AN 



ADITO 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HU KUM 

SETDA K 

M. YULIAN AKBAR 

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8 

TTD 

Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal 13 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEKALONGAN 

BUPATI PEKALONGAN 
no 

FADIA ARAFIQ 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 13 Maret 2024 

memerintahkan 
mi dengan 

Kabupaten 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Bupati 
dalam Berita Daerah 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pekalongan. 

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 49 

Pada saat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 
Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Ka bu paten. 
Pekalongan Tahun 2022, Nomor 26), dicabut dan 
dinyatakan tidak be:laku. 

Pasal48 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HU KUM 

SET DA 

BUPATI PEKALONGAN 
no 

FADIA ARAFIQ M. YULIAN AKBAR 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 13 Maret 2024 

Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal 13 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEKALONGAN 

TTD 

N 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

I I 
SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

PERENCANAAN l<EUANGAN UMUM DAN 
KEPl!.GA WAIAN 

-· 
- I I I I 

B[[)ANG PERENCANAAN, BrDANG BIDANG BIDANG KELOMPOK JABATA 
PENGEMBANGAN DAN PEMF:RINTAHAB DAN EKONOMI DAN RISET GAN lNOVASI FUNGSIONAL F:VALUASI 

SCJSIAL BL'DAYA IN FRASTRUKTUR DAERAH P~:MBAi\GUANAN 
DAF:RAH ! I I I ! I I I I 

PERATU.RAN BUPATl PEKALONGAN NOM 
TAHUN 2024 TENTANG ORGANIS. 

DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA 
PEMBANGUNAN, RlSET DAN INOVASI DAER 

LAMPIRAN I BAGAN SUSUNAN ORGANfSASl 
BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, RISET DAN 
INOVASI DAERAH 
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